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ABSTRAK 

Perempuan Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat akan hak-
haknya terlibat dalam bidang politik dan lembaga politik formal dengan laki-laki. 
Akan tetapi ditingkat implementasi, masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala 
baik itu akibat dan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, maupun kendala 
teknis di lapangan, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan pemberdayaan 
perempuan akan pendidikan politik. Terkait masalah keterlibatan perempuan di 
kancah politik, maka dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut 
permasalahan peran perempuan dalam parlemen yang mengambil lokasi penelitian di 
DPRD Provinsi DIY yang mengulas peran anggota dewan perempuan periode 2009-
2014 dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) 
DIY.  

Penelitian ini adalah deskriptif-analitis.Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis hasil notulensi pembahasan RUUK DIY oleh 
Anggota DPRD DIY (Periode 2009-2014). Data yang terkumpul dideskripsikan 
terlebih dahulu seputar peran perempuan dalam parlemen secara umum. Kemudian 
dilanjutkan dengan pembahasan analisis pada pokok masalah tentang peran 
perempuan dalam proses legislasi RUUK DIY yang di tinjau dari segi siyâsah 
syar’iyyah.  

Setelah penyusun membahas secara keseluruhan, maka secara garis besar 
dapat disimpulkan bahwa: Dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi 
DIY, pada proses legislasi RUUK DIY yang dalam hal ini hanya diwujudkan dalam 
satu kali pembahasan yakni Rapat Dewan ke 66. Keterwakilan secara kuantitas 
anggota dewan perempuan dalam rapat tersebut adalah 10 orang (83,33 %) hadir dan 
2 orang (16,67%). Peran perempuan anggota legislatif yang menegaskan (dalam 
interupsinya saat rapat pembahasan muatan RUUK DIY berlangsung) bahwa yang 
harus ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri Sultan HB X dan 
Sri Paku Alam IX telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan/Maslahah. Dengan di 
sahkannya Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam 
IX dengan penetapan tanpa harus diadakan pemilihan dalam RUUK DIY manfaat 
yang akan dirasakan masyarakat Yogyakarta akan lebih besar dari pada harus 
diadakan pemilihan. Peran perempuan anggota DPRD Provinsi DIY dalam 
pengambilan keputusan terhadap interupsinya  sebagai Para wakil rakyat itu telah 
menjalankan amanah yang representatif kehendak masyarakat Yogyakarta. Dengan 
demikian prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah yang mengandung unsur-unsur: (1) 
kebijakan, hukum atau aturan, (2) dibuat oleh penguasa, (3) diwujudkan untuk 
kemaslahatan bersama, dan (4) tidak bertentangan dengan prinsip umum syari’at 
Islam. Telah dijalankan oleh DPRD Provinsi DIY dalam proses legislasi RUUK baik 
oleh anggota dewan laki-laki maupun perempuan. 
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MOTTO 

 

Berusaha untuk melakukan yang terbaik lebih baik daripada berkata yang 

terbaik  

(Benjamin Franklin) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

Alîf 

Bâ’ 

Tâ’ 

Sâ’ 

Jîm 

Hâ’ 

Khâ’ 

Dâl 

Zâl 

Râ’ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ’ 

zâ’ 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 
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 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 ھـ

 ء

 ي

‘ain 

gain 

fâ’ 

qâf 

kâf 

lâm 

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ’ 

hamzah 

yâ’ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

’ 

Y 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 دة متعّد

 عدّة

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكمة

 علة

ditulis 

ditulis 

Hikmah 

‘illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 
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 ’ditulis Karâmah al-auliyâ الأولياء كرامة

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 ditulis Zakâh al-fiţri الفطر زكاة

D. Vokal pendek  

__ َ◌_ 

 فعل

__ ِ◌_ 

 ذكر

__ ُ◌_ 

 يذھب

Fathah 

 

 

kasrah 

 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa’ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

E. Vokal panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 جاھلية

fathah + ya’ mati 

 تنسى

kasrah + ya’ mati 

 كـريم

dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûd 
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F. Vokal rangkap  

1 

 

2 

Fathah + ya’ mati 

 بينكم

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 أأنتم

 أعدت

 شكرتم لئن

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 القرآن

 القياس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ân 

Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 السمآء

 الشمس

ditulis 

ditulis 

As-Samâ’ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 الفروض ذوي

 السنة أھل

Ditulis 

Ditulis 

Żawî al-furûd 

Ahl as-Sunnah 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 ان محمدأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أ .مورالدنيا والدينأ ىد الله رب العالمين وبه نستعين عللحمأ
 .جمعينأله وصحبه أ ىسيدنا محمد وعل المرسلينف الأنبياء و شر أ ىالصلاة والسلام علو . رسول االله

 .مابعدأ

 Segala puji bagi Allah Subhanallahu wa Ta’ala yang senantiasa memberikan 

kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan 

Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 

Alaihi wa Sallam, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang 

konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.   

 Barang siapa diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka tidak ada 

seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, 

maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada 

Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad  Shallallahu 

Alaihi wa Sallam, adalah hamba dan Rasul-Nya. 

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya 

Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk 

melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu 

laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat. 

Keduanya mempunyai potensi yang sama dari sisi insaniyahnya, yakni berupa 

potensi akal dan potensi hidup (naluri dan kebutuhan jasmani). Potensi-

potensi inilah yang akan mendorong manusia untuk memberikan kontribusi 

dalam kehidupan ini. Keduanya diciptakan oleh Allah SWT untuk saling 

bekerjasama di antara mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :  

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة  

 1.ويؤتون الزكاة ويطيعون االله ورسوله أولئك سيرحمهم االله إن االله عزيز حكيم

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik adalah sebagai bagian 

dari kewajibannya yang datang dari Allah SWT, sebagai suatu bentuk 

tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang terdiri atas perempuan dan 

laki-laki, bukan masyarakat laki-laki ataupun perempuan secara terpisah. 

Artinya, dalam aktivitas politik ini, perjuangan yang dilakukan kaum 

perempuan tidak boleh terpisah ataupun memisahkan diri dari laki-laki. 

Islampun tidak pernah memisahkan suatu permasalahan sebagai 

permasalahan laki-laki atau permasalahan perempuan yang harus dipecahkan 

                                                            
1 At Taubah  (9) : 71. 
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oleh masing-masing akan tetapi harus diselesaikan oleh keduanya sebagai 

tanggung jawabnya terhadap masyarakat.2 

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, telah 

berkomitmen secara tegas memberikan hak yang sama kepada setiap warga 

negaranya baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara tanpa terkecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui 

instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konversi  yang 

menjamin hak-hak politik tersebut. 

Hak politik perempuan salah satunya di atur dalam undang-undang  

yang berbunyi “Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan badan 

anggota legeslatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif 

harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persaratan yang 

ditentukan.”3 

Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah 

diratifikasinya konvensi hak-hak politik perempuan (Convention on the 

Political Rights of Women) yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua 

pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa 

suatu diskriminasi. 

                                                            
2 Najmah Sa’idah dan Husnul Khatimah, Revisi Politik Perempuan (Bercermin pada 

Shahabiyat) (Bogor: CV IdeA Pustaka Utama, 2003), hlm. 150. 

3 Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. 
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2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih 

secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat 

yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi. 

3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan 

menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional 

dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada 

diskriminasi.4 

Dari sejumlah perangkat hukum di atas, perempuan Indonesia 

mempunyai landasan hukum yang kuat akan hak-haknya terlibat dalam 

bidang politik dan lembaga politik formal sama dengan laki-laki. Akan tetapi 

ditingkat implementasi, masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik 

itu akibat dan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, maupun kendala 

teknis dilapangan, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan pemberdayaan 

perempuan akan pendidikan politik juga belum optimal. 

Terkait masalah keterlibatan perempuan di kancah politik, maka 

dalam skripsi ini penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut 

permasalahan peran perempuan dalam parlemen yang mengambil lokasi 

penelitian di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan 

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah 

daerah bersama Pemerintah Daerah. Anggota DPRD Provinsi Daerah 

                                                            
4 Pusat Kajian Wanita dan Gender, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum 

untuk Mewujudkan Keadilan Gender  (Jakarta: Yayasan Obor indonesia, 2004), hlm. 15. 
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Istimewa Yogyakarta adalah peserta Pemilihan Umum yang dipilih 

berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Salah satu fungsi dari DPRD yaitu 

fungsi legislasi yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah 

bersama Gubernur. 

Isu yang menarik untuk dikaji dalam proses legislasi salah satunya 

adalah RUUK (Rancangan Undang-Undang Keistimewaan) yang sampai saat 

ini masih kontroversial dalam tahap pengesahannya. 

  Hal yang menarik dikaji dalam skipsi ini adalah bagaimana 

kualitas peran perempuan di parlemen dalam proses legislasi Rancangan 

Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sampai 

saat ini masih dalam proses legislasi menuju tahap pengesahan. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah 

yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana peran keparlemenan 

Perempuan (Anggota DPRD Provinsi DIY Periode 2009-2012) dalam proses 

legislasi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta Perspektif Siyâsah Syar’iyyah? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah: Mendeskripsikan, serta 

menganalisis bagaimana peran keparlemenan Perempuan (Anggota DPRD 

Provinsi DIY Periode 2009-2012) dalam proses legislasi Rancangan 
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Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif 

Siyâsah Syar’iyyah.  

2. Kegunaan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan wawasan 

yang lebih luas di bidang politik islam khususnya tentang bagaimana 

peran perempuan dalam parlemen dalam proses legislasi peraturan 

perundang-undangan.  

b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan peran perempuan dalam 

parlemen yang bisa dijadikan rujukan penelitian dalam kajian ilmiah 

dengan tema yang hampir sama. 

D. Telaah Pustaka 

Literatur yang membahas tentang peran perempuan dalam parlemen 

telah tersusun dalam berbagai bentuk seperti:  jurnal, artikel, skripsi, dan 

penelitian ilmiah lainnya dengan berbagai sudut pandang dari para 

penulisnya.  

Untuk mendukung kajian yang lebih integral seperti yang telah 

dikemukakan pada latar belakang masalah, maka Penulis akan berusaha untuk 

melakukan analisis lebih awal terhadap literatur yang lebih mempunyai 

relevansi terhadap topik yang akan diteliti, diantaranya adalah; 

Karya Ilmiah yang ditulis oleh Wahyuni Ernawati pada tahun 2004 

dengan judul “Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia: 
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Tinjauan Fiqh Siyâsah”5,  menekankan pada masalah keterwakilan 

perempuan dalam parlemen di Indonesia dan bagaimana implikasi 

keterwakilan perempuan dalam parlemen terhadap pengambilan keputusan di 

parlemen yang ditinjau dari sudut pandang Fiqh Siyasah. Akan tetapi, dalam 

skripsi ini belum menyentuh sisi-sisi atau ranah peran perempuan di parlemen 

dalam proses legislasi suatu undang-undang secara khusus. 

Karya Ilmiah yang ditulis oleh Imam Abdul Rahman pada tahun 2005 

dengan judul  “Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di 

Indonesia Perspektif Hukum Islam” 6, mengambarkan tentang kuota 30% 

perempuan dalam parlemen dalam tinjauan hukum Islam. Pembahasan lebih 

ditekankan kepada kebijakan pemerintah yang memberikan ruang terhadap 

perempuan dalam parlemen yang ditinjau dalam Hukum Islam. Karya ini 

belum membahas tentang implementasi peran keparlemenan perempuan 

dalam fungsi anggaran (bugeting), pengawasan (controling) bahkan fungsi 

legislasi. 

  Karya Ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Mushoffa pada tahun 

2011 dengan judul “Peran dan Partisipasi Politik Pergerakan Perempuan 

Kebangkitan Bangsa (PPKB) di DPRD DI Yogyakarta Periode 2009-2014” 7, 

                                                            
5 Wahyuni Ernawati, “Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia: 

Tinjauan Fiqh Siyasah,” skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, (2004). 

 
6 Imam Abdul Rahman, “Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di 

Indonesia Perspektif Hukum Islam,” skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum, 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005). 

7 Muhammad Mushoffa, “Peran dan Partisipasi Politik Pergerakan Perempuan 
Kebangkitan Bangsa (PPKB) di DPRD DI Yogyakarta Periode 2009-2014,” skripsi tidak 
diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011). 
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menitikberatkan kepada peran perempuan dalam parlemen lebih spesifik 

kepada kader perempuan PKB di DPRD DIY saja, yang dalam hal ini hanya 

satu orang perempuan PKB yang menduduki kursi parlemen. 

Penelitian tentang “Implikasi putusan Mahkamah konstitusi nomor 

24/PUU-VI/2008 terhadap kebijakan affirmative action keterwakilan 

perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa 

Yogyakarta” oleh Dr. Ni’matul Huda, SH., M.Hum. Objek penelitian ini 

adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang 

Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) dan 

pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, 

Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 memberikan implikasi positif 

terhadap kebijakan affirmative action keterwakilan perempuan di DPRD 

Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, karena setiap 

calon anggota legislatif mempunyai kesempatan yang sama. Kedua, ketika 

UU No. 10 Tahun 2008 masih mempergunakan daftar nomor urut, posisi 

perempuan dalam daftar caleg mayoritas di nomor urut terendah, akibatnya 

caleg perempuan sulit untuk memperoleh kursi karena jika suaranya tidak 

mencapai bilangan pembagi otomatis suara akan diberikan kepada nomor urut 

di atasnya, tetapi dengan model suara terbanyak, peluang caleg perempuan 

lebih besar untuk terpilih.8  

                                                                                                                                                                   
 

8 www.mahkamahkonstitusi.go.id. Diakses pada tanggal 30 Januari 2012. 
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Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur di atas, maka 

skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. 

Dalam penelitian ini lebih diarahkan pada peran perempuan yang dalam hal 

ini adalah Anggota DPRD DIY perempuan periode 2009-2014 dalam fungsi 

legislasinya yang khusus membahas tentang proses legislasi RUUK DIY. 

E. Kerangka Teoritik 

Kewajiban berpolitik merupakan sebagian dari dakwah Islam. Islam 

mewajibkan seluruh kaum Muslim baik laki-laki maupun wanita untuk 

berdakwah mengajak kepada yang ma’rûf dan menjauhi yang munkar. Amar 

ma’rûf nahi munkar ini bermaksud menyeru untuk bertakwa kepada Allah 

SWT dengan menerapkan seluruh hukum yang telah disyariatkan-Nya.  

 9.ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

Al-Qur’an secara tegas menjelaskan bahwa perempuan adalah seperti 

laki-laki, baik dalam hal penciptaannya, amal perbuatannya serta pahalanya. 

Laki-laki dan perempuan merupakan satu pasangan yang mempunyai 

tanggung jawab yang sama kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah 

yang berbunyi :  

                                                            
9 Ali Imran  (3) : 104. 
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أو أنثى بعضكم من بعض فالذين فاستجاب لهم رđم أنيِّ لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 

هاجروا  وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وَقتُِلُوا لأكفِّرنَّ عنهم سيئاēم ولأدخلنهم 

 10.جنات تجري من تحتها الأĔار ثوابا من عند االله واالله عنده حسن الثواب

Lembaga Legislatif dalam sejarah politik Islam sudah dilaksanakan, 

meskipun pada awal perkembangan Islam belum terlembaga secara resmi. 

Pembentukan lembaga perwakilan atau yang dalam islam dikenal dengan ahl 

al- ḥall wa al-‘Aqd, pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah 

di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-976 M) membentuk majelis asy-syûrâ 

yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian pemuka 

masyarakat. Majelis ini setingkat dengan pemerintah.11  

Lembaga Legislatif yang ada di Indonesia salah satunya mempunyai 

fungsi legislasi. Kata legislasi berasal dari bahasa inggris legislation yang 

berarti (1) perundang-undangan. (2) pembuatan undang-undang. Sedangkan 

kata legislation berasal dari kata kerja to legislate yang berarti mengatur atau 

membuat undang-undang.12 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

                                                            
10 Ali Imran (3): 195. 

11 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 
1995),  hlm.1063.  

12 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, cet XXIV (Jakarta : 
Gramedia Pustaka Utama, 1997),  hlm.353.  
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kata legislasi berarti pembuat undang-undang.13 Dengan demikian, fungsi 

legislasi adalah fungsi membuat undang-undang. 

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut 

empat bentuk kegiatan. Pertama prakarsa pembuat undang-undang 

(legislative initiation), Kedua pembahas rancangan undang-undang (law 

making process), Ketiga persetujuan atas pengesahan rancangan undang-

undang (law enactment approval) dan Keempat pemberian persetujuan 

penikat atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan 

dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding decision making 

on international law agreement and treaties or other legal binding 

documents).14 

Dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan harus dilakukan 

berdasarkan asas-asas yang meliputi 1.Asas kejelasan tujuan 2.Kelembagaan 

atau pejabat pembentuk yang tepat 3.Kesesuaian antara jenis, hierarki dan 

materi muatan 4. Dapat dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 6. 

Kejelasan rumusan dan 7. Keterbukaan (hal ini sesuai dengan pasal 5 UU RI 

Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan). 

Undang-undang merupakan hukum yang bentuknya tertulis, di dalam 

Islampun juga mengenal adanya hukum Islam yang  memiliki prinsip-prinsip 

yang terkandung dalam Maqâṣid al-syari’ah. Secara umum, penetapan 

                                                            
13 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta :Departemen pendidikan 

dan Kebudayaan RI, 1988),  hlm.508. 

14 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,  Jilid II (Jakarta :Sekretaris 
Jenderal MK RI, 2006),  hlm. 34. 
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Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi seberapa besar 

kemaslahatan itu bisa diperoleh berdasarkan manusia itu sendiri yang 

menjalaninya. 

Tujuan ditetapkannya hukum Islam adalah untuk kebahagiaan 

manusia, baik dalam kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang disyariatkan itu, Islam datang membawa hal-hal 

berikut:  

1. Islam telah meletakkan di dalam undang-undang dasarnya, beberapa 

prinsip yang mantap dan kekal, seperti prinsip menghindari kesempitan 

dan menolak kemudharatan, wajib berlaku adil, musyawarah, memelihara 

hak, menyampaikan amanah, dan kembali kepada ulama yang ahli untuk 

menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi peristiwa dan kasus-

kasus baru. Prinsip–prinsip ini merupakan dasar-dasar umum tujuan 

diturunkannya agama Islam. 

2. Dasar-dasar ajaran Islam berpegang dengan konsisten pada prinsip 

mementingkan pembinaan mental khususnya individu, sehingga ia 

menjadi sumber kebaikan masyarakat. Apabila individu menjadi baik, 

masyarakat pun dengan sendirinya akan menjadi baik. Hal tersebut dapat 

dilihat sebagaimana firman Allah:  

 15.فاستقم كما أمرت و من تاب معك ولا تطغوْا إنه بما تعملون بصير

                                                            
15 Hud (11) : 112. 
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3. Syari’at Islam dalam berbagai ketentuan hukumnya berpegang dengan 

konsisten pada prinsip memelihara kemaslahatan manusia dalam 

kehidupan dunia dan akhirat.  

Ada beberapa bentuk kemaslahatan yang dirumuskan ulama’ sebagai 

tujuan dari pembentukan hukum Islam yaitu: 

1. Memelihara kemaslahatan agama. 

2. Memelihara kemaslahatan jiwa. 

3. Memelihara kemaslahatan akal. 

4. Memelihara kemaslahatan keturunan. 

5. Memelihara kemaslahatan harta.16  

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan yang pembahasannya di 

DPRD DIY melibatkan peran perempuan yang menjadi anggota legislatif 

dalam proses legislasinya. Peran mempunyai arti laku, bertindak, pemeran 

atau pelaku.17 Rober Linton(1936) seorang antropolog, telah mengembangkan 

teori Peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi 

aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan pada 

budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan 

pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan 

sehari-hari. 

                                                            
16 Drs. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, Legislasi Hukum Islam di Indonesia 

(Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2008), hlm. 47-48. 

17 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer  (Surabaya: Arkola, 
1994), hlm. 585. 
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Peranan (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu 

peranan. Pembedaan antara kedudukan dari peranan adalah suatu kepentingan 

ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang 

satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan 

tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan 

kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan 

kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.18  

Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan 

posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur yang 

statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. 

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai 

suatu proses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi 

atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.19 Suatu 

peranan mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

                                                            
18 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , cet.7 (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 

220. 

19 Ibid., hlm. 221. 
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b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapar dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu pula disinggung 

perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu role facilities. Oleh 

masyarakat biasanya diberikan fasilitas-fasilitas bagi individu untuk dapatnya 

dia menjalankan peranannya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan 

bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk 

pelaksanaan peranan. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan 

kemasyarakatan, menyebabkan fasilitas-fasilitas tersebut bertambah, misalnya 

perubahan, organisasi suatu sekolah yang memerlukan penambahan guru, 

pegawai administrasi dan seterusnya. Akan tetapi sebaliknya, hal itu juga 

dapat mengurangi peluang-peluang, seperti misalnya apabila terpaksa 

diadakan rasionalisasi sebagai akibat perubahan struktur dan organisasi. 

Sejalan dengan adanya status conflict, juga ada conflict of roles dan 

bahkan kadang-kadang suatu pemisahan antara individu dengan perananya 

yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal yang terakhir tersebut di 

dalam ilmu sosiologi dinamakan role-distance. Gejala tadi timbul apabila 

misalnya si individu merasakan dirinya tertekan, karena dia merasa dirinya 

tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat 

kepadanya. Karena itu dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna 
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atau bahkan menyembunyikan dirinya, apabila dia berada dalam lingkungan 

sosial yang berbeda.  

Lingkungan sosial atau social circle adalah kelompok sosial di mana 

seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk melaksanakan 

peranannya. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang 

melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut 

atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang 

diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. 

Nilai-nilai sosial tersebut adalah misalnya nilai ekonomis yang tercipta dalam 

hal hubungan antara seorang bankir dengan nasabah-nasabah banknya; 

nilainya hygienis antara dokter dengan pasiennya; nilai-nilai keagamaan 

antara pemuka agama dengan pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan 

dan selanjutnya. Apabila hal itu tak dapat terpenuhi oleh individu, maka 

terjadilah role-distance. 

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada 

individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut: 

a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila masyarakat 

hendak dipertahankan kelangsungannya. 

b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang 

oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka 

harus telah terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk 

melaksanakannya. 
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c. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak 

mampu melaksanakan perananya sebagaimana diharapkan oleh 

masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan 

pengorbanan yang terlalu banyak arti kepentingan-kepentingan pribadi. 

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, 

belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang 

seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa 

membatasi peluang-peluang tersebut.  

Menurut Horton dan Hunt [1993], peran adalah perilaku yang 

diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang 

tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton [1968] dinamakan 

perangkat peran. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang 

disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, 

hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang 

langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda 

merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap 

aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap 

masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan 

dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu 

status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari 

orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari 

perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Teori Peran memberikan 

dua harapan Pertama Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang 
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peran. Kedua Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap 

orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya.20  

Jenis keterwakilan perempuan dalam parlemen menurut Dra. Latifah 

Iskandar (Anggota Fraksi PAN DPR RI) ada dua macam yaitu : (1) 

Keterwakilan Ide/Gagasan, (2) Keterwakilan Keberadaan (Eksistensi) yang 

mempunyai dua jenis yaitu Pertama Tidak bisa diwakilkan kepada selain 

perempuan, sehingga komposisi keterwakilan perempuan sama dengan 

perempuan yang diwakili, kedua Perempuan harus diwakili oleh perempuan 

juga, karena yang lebih mengetahui tentang kebutuhan perempuan adalah 

perempuan sendiri. Contoh kasus: Perdagangan perempuan dan perkosaan. 

Dalam hal-hal tersebut, perempuan lebih bisa memiliki rasa empati kepada 

kondisi kaumnya sendiri karena sama-sama perempuan. 

Dalam hubungannya dengan peran perempuan dalam parlemen 

sebagai anggota legislatif, pembahasan Rancangan Undang-Undang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat segera 

disahkan karena hal ini merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat 

Yogyakarta. 

F. Metode Penelitian 

Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Hal ini 

bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional, terarah dan 

mencapai hasil maksimal.21  

                                                            
20 Davud Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi  (Jakarta:Rajawali, 1981), hlm. 41. 

21 Anton Bakker, Metode-metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10. 
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Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah 

diatas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),  

yaitu penelitian dengan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan 

mendalam terhadap suatu obyek tertentu. Dalam hal ini penyusun 

mengambil obyek penelitian tentang Peran perempuan dalam proses 

legislasi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta di DPRD Provinsi  DIY. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Deskriptif adalah 

menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedang analisis merupakan sebuah 

upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian, 

kemudian dilakukan penelahaahan guna mencari makna.22 Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil notulensi 

pembahasan RUUK DIY oleh Anggota DPRD DIY (Periode 2009-2014). 

Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu seputar peran 

perempuan dalam parlemen secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan pada pokok masalah tentang peran perempuan dalam proses 

legislasi RUUK DIY. 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

                                                            
22 Jujun Suria Sumantri, Pedoman Penulisan Ilmiah (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), hlm. 35. 
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a) Pendekatan Normatif23 yaitu cara mendekati masalah yang diteliti 

dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur’an, al-Hadis, Kaidah 

Ushul Fiqh, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan 

masalah yang diteliti. 

b) Pendekatan Sosiologis yaitu memaparkan struktur dan konstruksi 

sosial yang menggambarkan keterwakilan perempuan dalam 

lembaga legislatif 

4. Sumber Data 

a. Sumber data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas notulensi rapat-rapat 

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

b. Sumber data sekunder  penelitian ini adalah data yang diperoleh dari  

data-data tentang Anggota DPRD Provinsi DIY (Periode 2009-2014) 

serta literatur dari buku, artikel, hasil penelitian dan lain-lain yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan yang dikaji. 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi untuk melakukan penelitian ini adalah Kantor DPRD 

Provinsi DIY. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data dengan dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data dimana penyusun  mengumpulkan data masalah peran 

                                                            
23 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 

hlm.42. 
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perempuan dalam legislasi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta dari dokumen-dokumen atau berkas-berkas 

notulensi rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

7. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.24 Penyusun lebih 

mempertajam analisis dengan menggunakan alur berpikir : 

a) Analisis deduktif, yakni dengan memahami kualitas dari data yang 

diperoleh, kemudian dibahas secara mendalam tentang peran 

perempuan dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b) Analisis induktif, yakni metode penalaran yang bersifat parsial dan 

khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, 

merupakan metode pelengkap dan tidak mendominasi dalam 

penelitian ini.  

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini agar 

lebih terarah serta menciptakan karya ilmiah yang utuh serta komprehensif, 

maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara 

bab yang satu dengan yang lain. 

                                                            
24 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), Metode Penelitian Survei 

(Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.263. 
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Bab pertama adalah pendahuluan yang didahului dengan latar 

belakang masalah untuk menghantarkan skripsi ini secara keseluruhan, bagian 

ini memaparkan tentang peran perempuan dalam politik, dari  pokok masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi gambaran umum tentang peran perempuan dalam 

parlemen yang terbagi menjadi tiga sub bahasan yakni : pertama peran 

perempuan dalam Islam , kedua Peran politik perempuan dalam pespektif 

Fiqh Siyasah. 

Bab ketiga, penyusun mengarahkan pada masalah gambaran umum 

DPRD Provinsi DIY, peran perempuan dalam parlemen di DPRD Provinsi 

DIY, Keterwakilan Perempuan dalam DPRD DIY periode 2009-2014 dan 

Proses legislasi RUUK di DPRD Provinsi DIY. 

Bab keempat merupakan analisis keterwakilan perempuan dalam 

parlemen yang terdiri dari dua sub. Sub pertama membahas keterwakilan 

Ide/Gagasan perempuan dalam proses legislasi RUUK, kemudian sub kedua 

keterwakilan perempuan eksistensi (kuantitas) dalam proses legislasi RUUK. 

Yang keduanya ditinjau dari Perspektif Siyâsah Syar’iyyah. 

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam 

penelitian dan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan diatas. Di 

bagian akhir dari skripsi ini, dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan 

kelengkapan dari skripsi. 



 

83 
 

BAB V 
 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun membahas secara keseluruhan, maka secara garis 

besar dapat disimpulkan bahwa: Dalam penelitian ini, Perempuan memiliki 

posisi terhormat dalam ajaran Islam sejak zaman Rasulullah SAW, kaum 

perempuan telah berjasa besar dalam dakwah dan perjuangan menyebarkan 

ajaran Islam. Di era modern ini, peran perempuan setara dengan kaum pria. 

Salah satunya di ranah publik dalam bidang politik yaitu sebagai anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD 

Provinsi DIY, pada proses legislasi RUUK DIY yang dalam hal ini hanya 

diwujudkan dalam satu kali pembahasan yakni Rapat Dewan ke 66. Rapat 

tersebut mempunyai dua agenda, pertama agenda penyampaian pernyataan 

sikap fraksi DPRD Provinsi DIY terhadap pengisian jabatan Gubernur & 

Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan kedua Pengambilan 

keputusan terhadap pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Dari rapat tersebut secara kuantitas perempuan anggota 

DPRD Provinsi DIY yang hadir pada saat rapat adalah 10 orang (83,33 %) 

hadir dan 2 orang (16,67%) tidak hadir.  

Peran perempuan anggota legislatif yang menegaskan (dalam 

interupsinya saat rapat pembahasan muatan RUUK DIY berlangsung) bahwa 

yang harus ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri 

Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX telah sesuai dengan prinsip 



84 
 

 
 

kemaslahatan/Maslahah. perolehan manfaat dan penolakan terhadap 

kesulitaan. Dengan di sahkannya Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri 

Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX dengan penetapan tanpa harus diadakan 

pemilihan dalam RUUK DIY manfaat yang akan dirasakan masyarakat 

Yogyakarta akan lebih besar dari pada harus diadakan pemilihan. Dengan 

demikian prinsip-prinsip Siyâsah syar’iyyah yang mengandung unsur-unsur: 

(1) kebijakan, hukum atau aturan, (2) dibuat oleh penguasa, (3) diwujudkan 

untuk kemaslahatan bersama, dan (4) tidak bertentangan dengan prinsip 

umum syari’at Islam. Telah dijalankan oleh DPRD Provinsi DIY dalam 

proses legislasi RUUK baik oleh anggota dewan laki-laki maupun 

perempuan. 

Peran perempuan dalam proses legislasi RUUK di DPRD Provinsi 

DIY telah sesuai dengan Teori Peran, harapan-harapan dari masyarakat 

terhadap pemegang peran sebagai anggota legislatif telah diwujudkan dengan 

memberikan keputusan penetapan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 

Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX.  

 

B. Saran-saran 

Kajian dalam skripsi ini adalah salah satu bentuk dan cara untuk 

mengelaborasikan dan mendiskripsikan terutama pemikiran-pemikiran politik 

yang tumbuh berkembang di masyarakat dalam khasanah kebudayaan dan 

peradaban Islam.. Berdasarkan penelitian di lapangan hal-hal yang menarik 

untuk diteliti permasalahan peran perempuan dalam politik yaitu : 
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1. Sanksi partai politik yang belum menerapakan kuota 30% keterlibatan 

perempuan. DPRD Provinsi DIY masih belum maksimal dalam 

penerapan kebijakan Afirmative Action. 

2. Rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan 

Kesetaraan Gender (RUU KKG). 
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Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAHAN 

Halaman Footnote Terjemahan 

BAB I 

1 1 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi 
sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) 
yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah 
dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh 
Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 

8 9 

Hendaklah ada diantara kamu umat yang menyeru 
kepada kebaikan, menyeru dengan ma’ruf (yang baik-
baik) dan melarang dari yang mungkar: dan mereka 
itulah yang menang. 

9 10 

Lalu tuhan mereka memperkenankan 
permintaannya,(seraya berkata): sesungguhnya aku 
tiada menyia-nyiakan (pahala) amalan orang yang 
beramal antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, 
setengah kamu dari yang lain (sebangsa). Maka orang-
orang yang hijrah dan diusir dari negerinya, lagi 
disakiti dalam jalan-Ku(Agamaku) dan mereka 
berperang dan terbunuh, sesunguhnya aku hapuskan 
segala kesalahan-kesalahannya dan aku masukkan 
mereka kedalam surga yang mengalir air sungai 
dibawahnya, sebagai pahala dari sisi Allah dan allah di 
sisi-Nya pahala yang baik. 

11 15 

Sebab itu berlaku luruslah engkau sebagaimana yang 
diperintahkan, serta orang yang taubat bersama engkau 
dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah 
maha memelihara apa-apa yang kamu kerjakan. 

BAB II 

25 5 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
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Mengenal.  

25 6 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh/kebaikan, 
baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 
beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya 
akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala 
yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 

27 8 

Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan (Ratu) 
yang memerintahi mereka (Namanya Bilqis) sedang dia 
mempunyai segala sesuatu dan tahta kerajaan yang 
besar. 

28 9 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, 
oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka 
(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan 
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 
dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, 
ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 
memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 
pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, 
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha Besar. 

33 15 

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang 
dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih 
banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang 
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka 
usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari 
apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada 
Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu.  

33 16 

Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan 
memberikan rahmat dari pada-Nya, keridhaan dan 
surga, mereka memperoleh didalamnya kesenangan 
yang kekal. 

34 17 

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-
perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, 
bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak 
akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan 
membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta 
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yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka 
dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang 
baik, maka terimalah janji setia mereka dan 
mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. 
Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

34 18 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 
seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 
bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". 
 

BAB IV 

68 3 

Tatkala ia melahirkan anak itu seorang perempuan 
berkatalah ia: Ya tuhanku, sesungguhnya aku 
melahirkan anak perempuan sedang Allah mengetahui 
yang dilahirkannya itu dan bukanlah laki-laki seperti 
perempuan kunamai Maryam dan kuperlindungkan dia 
dan anak-anaknya pada Engkau dari syetan yang 
dirajam. 
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Lampiran II 

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH 

1. FAZLUR RAHMAN 

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 yang letaknya di 
Hazara sebelum terpecahnya India, kini merupakan bagian dari 
Pakistan.Fazlur Rahman di besarkan dalam madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi 
merupakan madzhab yang didasari al-Qur’an dan Sunnah, akan tetapi cara 
berfikirnya lebih rasional. Dengan demikian tidak dapat di pungkiri Fazlur 
Rahman juga rasional di dalam berfikirnya, meskipun ia mendasarkan 
pemikirannya pada al-Qur’an dan sunnah. 

Ayahnya Maulana Shihabudin adalah alumni dari sekolah menengah 
terkemuka di India, Darul Ulum Deoband . Meskipun Fazlur Rahman tidak 
belajar di Daril Ulum, ia menguasai kurikulum Dares Nijami yang di tawarkan 
di lembaga tersebut dalam kajian privat dengan Ayahnya, ini melengkapi latar 
belakangnya dalam memahami islam tradisional dengan perhatian khusus 
pada fikih, Ilmu kalam, Hadits, Tafsir, Mantiq, dan Filsafat. Setelah 
mempelajari ilmu-ilmu dasar ini, ia melanjutkan ke Punjab University di 
Lahore dimana ia lulus dengan penghargaan untuk bahasa Arabnya dan di 
sana juga ia mendapatkan gelar MA-nya. Pada tahun 1946 ia pergi ke Oxford 
dengan mempersiapkan disertasi dengan Psikologi Ibnu Sina di bawah 
pengawasan professor Simon Van Den Berg. Disertasi itu merupakan terjemah 
kritikan dan kritikan pada bagian dari kitab An-Najt, milik filosof muslim 
kenamaan abad ke-7, setelah di Oxford ia mengajar bahasa Persia dan Filsafat 
Islam di Durham University Kanada dari tahun 1950-1958. ia meninggalkan 
Inggris untuk menjadi Associate Professor pada kajian Islam di Institute Of 
Islamic Studies Mc. Gill University Kanada di Montreal.Dimana dia menjabat 
sebagai Associate Professor Of Philosophy. 

2. M. QURAISH SHIHAB 

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 
16 Februari 1944, pada tahun 1967 beliau meraih gelar Lc (S1) pada Jurusan 
Tafsir dan Hadis FakultasUshuluddin Universitas Al-Azhar. Kemudian 
melanjutkan pendidikannya pada Fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 
meraih gelar MA.Untuk Spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur’an. Setelah lama di 
Tanah air pada Tahun 1980, kemudian Quraish Shihab kembali ke Kairo 
untuk melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas 
Al-Azhar, pada tahun 1982 dengan disertasinya yang berjudul Nann Al-Durar 
Li Al-Biqa’iy, Tahqiq wa Dirasah, dia berhasil meraih gelar Doktor dalam 
Ilmu-ilmual-Qur’an dengan yudisium Tsumma Cum Laude. 
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3. JIMLY ASSIDDIQI 

Lahir di Palembang, 17 April 1956. Memperoleh gelar sarjana hukum 
dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1982) dan kemudian menjadi 
pengajar di almamaternya itu. Pendidikan S-2 (1987) diselesaikan di Fakultas 
Hukum UI (1987). Gelar Doktor Ilmu Hukum diraih dari Fakultas Pasca 
Sarjana UI, Sandwich Program kerja sama dengan Rechtssfaculteit Rijks-
Universiteit dan Van Voolenhoven Institute, Leiden (1990). 

Tahun 1998 diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata 
Negara Fakultas Hukum UI dan dipercaya sebagai Ketua dan 
Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara 
Fakultas Hukum UI. Ia banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan serta 
pertemuan internasional. 

4. ASGHAR ALI ENGINEER 

Asghar Ali Engineer adalah seorang Muslim India. Ia adalah seorang 
pemikir, penulis dan aktivis sekaligus. Pemikirannya yang paling dikenal  
adalah mengenai Islam dan Teologi Pembebasan. Asghar lahir pada 10 Maret 
1939 di Salumbar, Rajastan India. Ayahnya, Shaikh Qurban Hussain adalah 
seorang ulama pemimpin kelompok Daudi Bohras. Sewaktu belajar Tafsir dan 
Ta’wil Al-Qur’an, Fiqh, Hadis, dan Bahasa Arab, ia juga banyak membaca 
karya-karya Bettrand Russel dan Karl Marx. Ia mengaku telah membaca buku 
Das Kapital karya Marx. Bacaan ini terbukti sangat berpengaruh dalam cara 
dia menganalisis dan membahasakan gagasannya dengan bahasa-bahasa “khas 
kiri” seperti ketidakadilan, penindasan, revolusi, perubahan radikal, dan 
sebagainya. 

Ia mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang tekhnik sipil dari Vikram 
University, Madhya Pradesh. Selama 20 tahun ia sempat menjadi pegawai 
Kota Mumbay sampai memilih menjadi aktivis gerakan Bohra pada tahun 
1972. Pada tahun 1980, ia membentuk Institute of Islamic Studies, di Mumbai, 
guna mendorong pandangan Islam Progresif di India. Pada tahun 1993  ia 
mendirikan Center for Study of Society and Secularism untuk mempromosikan 
kerukunan komunal (agama). 

Pemahaman keagamaan Asghar Ali, terkait kelompok Daudi Bohras 
ini. Daudi Bohras adalah sekte Syi’ah Isma’iliyah yang dipimpin oleh Imam 
sebagai pengganti Nabi. Saat ini Kepemimpinannya dilanjutkan oleh para 
Da’i. Untuk diakui sebagai seorang Da’i harus mempunyai 94 kualifikasi yang 
diringkas dalam 4 kelompok: (1) kualifikasi-kualifikasi pendidikan; (2) 
kualifikasi-kualifikasi administratif; (3) kualifikasi-kualifikasi moral dan 
teoritikal, dan (4) kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kepribadian. Yang 
menarik adalah bahwa di antara kualifikasi itu seorang Da’i harus tampil 
sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman. 
Asghar Ali adalah seorang Da’i. 



iii 
 

5. IBNU TAIMIYAH 

Ibnu Taimiyyah Lahir di Harran, salah satu kota induk di Jazirah 
Arabia yang terletak antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hari 
Senin 10 Rabiu`ul Awal tahun 661H. Beliau adalah imam, Qudwah, `Alim, 
Zahid dan Da`i ila Allah, baik dengan kata, tindakan, kesabaran maupun 
jihadnya; Syaikhul Islam, Mufti Anam, pembela dinullah daan penghidup 
sunah Rasul shalallahu`alaihi wa sallam yang telah dimatikan oleh banyak 
orang, Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidhir bin Muhammad 
bin Taimiyah An-Numairy Al-Harrany Ad-Dimasyqy.Beliau berhijrah ke 
Damasyq (Damsyik) bersama orang tua dan keluarganya ketika umurnya 
masih kecil, disebabkan serbuan tentara Tartar atas negerinyaa. 

 Mereka menempuh perjalanan hijrah pada malam hari dengan 
menyeret sebuah gerobak besar yang dipenuhi dengan kitab-kitab ilmu, bukan 
barang-barang perhiasan atau harta benda, tanpa ada seekor binatang 
tunggangan-pun pada mereka. Suatu saat gerobak mereka mengalami 
kerusakan di tengah jalan, hingga hampir saja pasukan musuh memergokinya. 
Dalam keadaan seperti ini, mereka ber-istighatsah (mengadukan 
permasalahan) kepada Allah Ta`ala. Akhirnya mereka bersama kitab-kitabnya 
dapat selamat. 

6. A. MALIK MADANY 

Dr. KH. A. Malik Madany, lahir di madura 9 Januari 1952  mencoba 
untuk mengurai pemikiran beberapa tokoh tafsir beserta kitabnya dalam buku 
“The Magnificent Seven; Ulama’-Ulama’ Inspirator Zaman” ini. Ia meng-
cover  beberapa pemikiran tokoh yang dianggapnya sebagai inspirator umat. 
Di dalamnya, ia memperkenalkan biografi sembilan tokoh beserta 
masterpiece-nya untuk dijadikan obyek pembahasan. Diantaranya: Ibnu Katsir 
pemilik kitab tafsir monumental At-Tafsir fi al-Quran al-karim, Syah 
Waliyullah ad-Dihlawi pemilik kitab Hujjah Allah al-Balighah, az-
Zamahsyari pengarang tafsir al-Kassyaf, al-Ghazali penggagas Ihya’ 
Ulumuddin, al-Mawardi pengarang tafsir al-Hawiy al-Kabir, Muhammad 
Abduh-Rasyid Ridha penggubah tafsir al-Manar, dan Jalaluddin al-Mahalli-
Jalaluddin as-Suyuthi pengarang Tafsir Jalalain.   

Pengalaman Organisasinya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Propinsi 
DIY (selesai 2006), Ketua MUI Propinsi DIY (2007-sekarang),Wakil Rais 
Syuriyah PWNU DIY (selesai 2004), Katib Syuriyah PBNU (2004-2010) dan  
Katib ’am Syuriyah PBNU (2010-2015).Buku-buku karya beliau adalah 
Islam: Suatu Kajian Komprehensif (terjemahan bersama), Menguak Rahasia 
Al-Qur'an (terjemahan bersama), Menggugat Tafsir Al-Jalalain: Studi 
terhadap Riwayat Israiliyyat  dan Maudu‘at.  
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2. Panitia Penyuluhan  Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) 
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